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[bookmark: _heading=h.3znysh7]BAB I 
[bookmark: _heading=h.2et92p0]PENDAHULUAN

1.1 [bookmark: _heading=h.tyjcwt]Latar Belakang
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.
Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.
Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Barat, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.
Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.
1.2 [bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
· Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
· Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
· Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
· Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
1.3 [bookmark: _heading=h.1t3h5sf]Maksud dan Tujuan
Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :
1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan; 
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.
Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:  
1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik; 
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik; 
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat; 
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; 
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan. 
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[bookmark: _heading=h.4d34og8]BAB II
[bookmark: _heading=h.2s8eyo1]PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 [bookmark: _heading=h.17dp8vu]Pelaksana SKM
Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2026 (sebagaimana terlampir). 
2.2 [bookmark: _heading=h.3rdcrjn]Metode Pengumpulan Data
Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner elektronik yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung yaitu : 
1. Persyaratan :  Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
2.3 [bookmark: _heading=h.26in1rg]Lokasi Pengumpulan Data
Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan dan secara online yang di sebarkan melalui tautan media internet. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.
2.4 [bookmark: _heading=h.lnxbz9]Waktu Pelaksanaan SKM
Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu periode tertentu yaitu 1 semester atau 6 bulan. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat  memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut: 
	No.
	Kegiatan
	Waktu Pelaksanaan
	Jumlah Hari Kerja

	1.
	Persiapan
	Januari 2026
	3-5 Hari

	2.
	Pengumpulan Data
	Februari-Juli 2026
	5 Bulan

	3.
	Pengolahan Data dan Analisis Hasil
	Juli 2026
	3-4 Hari

	4.
	Penyusunan dan Pelaporan Hasil
	Juli 2026
	2-3 Hari




2.5 [bookmark: _heading=h.35nkun2]Penentuan Jumlah Responden
Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari 5 jenis pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 2.444 orang.  Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 335 orang.
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[bookmark: _heading=h.1ksv4uv]BAB III
[bookmark: _heading=h.44sinio]HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1 [bookmark: _heading=h.2jxsxqh]Jumlah Responden SKM
Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 1.431 orang responden, dengan rincian sebagai berikut : 
	No
	KARAKTERISTIK
	INDIKATOR
	JUMLAH
	PERSENTASE

	1
	JENIS KELAMIN
	LAKI
	473
	33%

	 
	 
	PEREMPUAN
	960
	67%

	 
	 
	 
	
	

	2
	PENDIDIKAN
	SD KE BAWAH
	49
	3%

	 
	 
	SLTP
	52
	4%

	 
	 
	SLTA
	114
	9%

	 
	 
	DIII
	20
	1%

	 
	 
	D4-S1
	1.022
	71%

	 
	 
	S2-S3
	160
	11%

	 
	 
	 Lainnya
	16
	1%

	3
	PEKERJAAN 
	PNS
	943
	66%

	 
	 
	TNI
	0
	0%

	 
	 
	SWASTA
	37
	3%

	 
	 
	LAINNYA
	451
	31%

	4
	JENIS LAYANAN
	LEGALISIR DOKUMEN
	11
	1%

	
	
	PERBAIKAN IJAZAH
	204
	14%

	
	
	GAJI BERKALA ASN
	930
	65%

	
	
	DAPODIK
	286
	20%

	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 






1.2 [bookmark: _heading=h.z337ya]Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)
	Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut : 
Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur
	
	Nilai Unsur Pelayanan

	
	U1
	U2
	U3
	U4
	U5
	U6
	U7
	U8
	U9

	IKM per unsur
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kategori
	B
	B
	B
	A
	B
	B
	B
	A
	B

	IKM Unit Layanan
	82.67 B (BAIK)



Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur

[bookmark: _heading=h.3j2qqm3]BAB IV
[bookmark: _heading=h.1y810tw]ANALISIS HASIL SKM

4.1 [bookmark: _heading=h.4i7ojhp]Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan
Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa : 
1. Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3.12. Selanjutnya Sarpras yang mendapatkan nilai 3.14 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga Prosedur termasuk tiga unsur terendah dengan nilai 3.19.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Pengaduan mendapatkan nilai tertinggi 3.79, untuk unsur Biaya/tarif 3.63 serta Perilaku mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,25.
Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :
· “sediakan alur permohonan yang mudah dipahami agar masyarakat tidak kesulitan”.
· “cukup menyulitkan karna kurang melek teknologi”.
· “Lebih di adakan lagi sosialisasi”.
· “Pelayanan publik sudah bagus, cuma mungkin ada beberapa oknum yang memang moralitasnya kurang baik sehingga masih ada sedikit praktik KKN, harapan saya selaku masyarakat kecil dan mungkin mewakili rakyat kecil, agar lebih bisa di rapikan lagi. contohnya masih ada yang masih membawa nama /jabatan seseorang yang memudahkan prosedur layanan sedangkan yang tidak punya koneksi saudara/kenalan biaya menjadi mahal.”.
Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :
· Proses layanan menggunakan media internet sudah mendapatkan respon baik dari pengguna dan penerima layanannya, namun ada hal yang masih menjadi perhatian adalah pemberian informasi yang dirasa masih kurang yang membuat masyarakat baik pengguna dan penerima manfaatnya belum tahu akan persyaratan dan alur layanannya.
· Perlunya peningkatan integritas pelayan publik supaya proses layanan bisa lebih merata tidak melihat status sosial dari masyarakat/publik yang di layani.
4.2 [bookmark: _heading=h.2xcytpi]Rencana Tindak Lanjut
Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini  dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. 
Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Internal bersama pelaksana layanan pada tanggal 3 Agustus 2026. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM  dituangkan dalam tabel berikut:
	No.
	Prioritas  Unsur
	Program / Kegiatan
	Waktu
	Penanggung  Jawab

	
	
	
	TW I
	TW II
	TW III
	TW IV
	

	1
	Sarana Prasarana Layanan
	Pemeliharaan Sarana Prasarana yang ada
	
	
	
	√
	Bagian Umum Kepegawaian

	2
	Waktu Layanan
	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan
	
	
	√
	
	Bagian Umum Kepegawaian

	3
	Prosedur
	Simplifikasi proses bisnis/proses pelayanan
	
	
	
	√
	Bagian Sekretariat




4.3 [bookmark: _heading=h.1ci93xb]Tren Nilai SKM
	Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat dilihat melalui grafik berikut :

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2023 hingga 2026 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
[bookmark: _heading=h.3whwml4]BAB V
[bookmark: _heading=h.2bn6wsx]KESIMPULAN
Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Juni 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:
· Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 82.66. Meskipun demikian, nilai SKM Disdik Kabupaten Bandung menunjukkan konsistensi kinerja penyelenggaraan pelayanan public dari tahun 2023 hingga 2026.
· Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu waktu penyelesaian pelayanan, prosedur layanan, serta sarana prasarana.
· Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Pengaduan, biaya dan Perilaku Petugas Layanan.
	Kabupaten Bandung,  4 Agustus 2026
Sekretaris



Yusup Salim, S.Pd.I., M.Pd.
NIP. 19750505 201101 1001





[bookmark: _heading=h.qsh70q]LAMPIRAN

[bookmark: _heading=h.3as4poj]1. Kuesioner 
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1. [bookmark: _heading=h.1pxezwc][image: ]Hasil Olah Data SKM




[bookmark: _heading=h.49x2ik5]3 . Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM  
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Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan 
Survei Kepuasan Masyarakat
[image: ]Periode 2025
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Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung
2026


BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
	Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional  telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses continuous improvement dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.







BAB II
DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

	Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung periode 2026 Semester 1 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode 2025
	No
	Unsur
	IKM
	Mutu Layanan

	1
	Persyaratan
	3.22
	B

	2
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
	3.19
	B

	3
	Waktu Penyelesaian
	3.12
	B

	4
	Biaya/Tarif
	3.63
	A

	5
	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan
	3.19
	B

	6
	Kompetensi Pelaksana
	3.23
	B

	7
	Perilaku Pelaksana
	3.25
	B

	8
	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
	3.79
	A

	9
	Sarana dan Prasarana
	3.14
	B



	Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM 	
	No
	Prioritas Unsur
	Program/
Kegiatan
	Waktu
	Penanggung Jawab

	
	
	
	TW 1
	TW 2
	TW 3
	TW 4
	

	1
	Waktu
	Monitoring dan Evaluasi Layanan Publik
	
	
	√
	
	Bagian Umum dan Kepegawaian

	2
	Sarana Prasarana Layanan
	Pemeliharaan Sarana Prasarana yang ada
	
	
	
	√
	Bagian Umum dan Kepegawaian

	3
	Prosedur
	Penyederhanaan Proses bisnis/Prosedur Layanan
	
	
	
	√
	Sekretariat






BAB III
REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
	No
	Rencana Tindak Lanjut
	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)
	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)
	Dokumentasi Kegiatan
	Tantangan/Hambatan

	1. Prosedur
	1.1 Public Hearing
	Sudah
	Mengadakan kegiatan yang mengundang tokoh masyarakat, lembaga pedidikan dan pendidik untuk membahas relevansi dari prosedur layanan
	[image: ]
	Tidak Ada

	
	1.2 Sosialisasi dan Monev pembuatan layanan SOP untuk Sekolah
	Sudah
	Melakukan visitasi ke setiap kecamatan untuk membahas layanan yang berawal dari sekolah
	[image: ]
	

	2 Waktu
	2.1 Penggunaan Layanan Digital/Online
	Sudah
	Meningkatkan sistem yang lebih baik lagi untuk proses layanan
	[image: ]
	

	3 Sarana & Prasarana
	3.1 Pengadaan Interaktif Panel untuk Penyediaan Layanan Informasi
	Sudah
	Memberikan informasi yang langsung dapat di akses oleh publik
	[image: ]
	




BAB IV
KESIMPULAN 

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:
1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% (presentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 100%)
2. Tidak terdapat rencana tindak lanjut yang belum ditindaklanjuti.
	Sekretaris


Yusup Salim, S.Pd.I., M.Pd.
NIP. 19750505 201101 1001






IKM per Unsur pada Disdik Kabupaten Bandung
Tahun 2026

IKM per Unsur	[VALUE]

Persyaratan	Prosedur	Jangka Waktu	Tarif	Produk	Kompetensi	Perilaku	Pengaduan	Sarpras	3.22	3.19	3.12	3.63	3.19	3.23	3.25	3.79	3.14	


Nilai SKM Disdik Kabupaten Bandung
Tahun 2021-2024

IKM	
Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	87.82	84.08	85.24	82.66	
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1. Kuesioner

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

JI. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung  Telp. 022-5897517
Email : disdik bandungkab.go.id Website : disdik bandungkab.goid

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PADA UNIT LAYANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUN G

Tanggal Survei

Jam Survei : [os.00- 12.00%

[ 13.00-17.00¢

PROFIL
Jenis Kelamin :[J L [ P Usia tahun
Pendidikan :Osp Oswe Osma  Osi Os2 Os3
Pekerjaan :deNs O [JPoLrl [ SWASTA [JWIRAUSAHA

O Lamnya
Jenis Layanan yang diterima

(sebutkan)

Il PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkart kods hurf sesuai jawaban masyarakatesponden)

] ()]
1 Bagaimana pendapat Saudara tentang kesssuaian 6 Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/
persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. kemampuan petugas dalam pelayanan
& Tidak sesuai 1 a. Tidak konpeten 1
b Kurang sesusi 2 b Kurang kompeten 2
¢ Sesuai 3 © Kompeten 3
d. Sengat sesuei 4 o Sanat kompeten 4
2 Bagaimana pemahaman Saudaratentang kemudahan 7 Bagamana pendapat saudara perilaku petugas dalam
prosedur pelayanan di uni pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
a Tidak mudah 1 & Tidak sopan dan ramah 1
b Kurang muceh 2 b Kurang s0pan dan raman 2
c Mudah 3 © Sopan dan ramah 3
d. Sangat mudah. 4 d. Sangatsopan dan rameh 4
& Bagaimana pendapat Saudara fentang kuaiitas sarana
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang Kecepatan dan prasarana
‘waktu alam memberikan pelayanan. a Bunk 1
a Tidek cepat 1 b Cukp 2
b Kurang cepat. 2 c Bak 3
¢ Copat 3 d Sangat Bak 4
d._Sangat cepat. 4
1
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang Kewajaran | 2 9 Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan
biayartarif dalam pelayanan 3 ‘pengaduan pengguna layanan
a Sangatmahal 1 a Tidekada 1
b, Cukup mahal b Ada letapi tidak berfungsi 2
c Murah ¢ Berfungsi kurang maksimel 3
d_Gratis d. Dikelola dengan beik 4
1
5 Bagaimana pendapat Saudara tentang keses: 2
produk pelayanan antarayang tercantum dalam standar | 3
pelayanan dengan hasil yang di berikan 4
& Tidak sesuai
b Kurang sesual
c Sesual
_Sangat sesuai
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[U2_|[Prosedur 3.19
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PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang Kilometer 17 - Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Telepon 022-5897517 Kode Pos 40512

S o < Laman : hitps:/disdik.bandungkab.go.id
SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor Smtn/otel - Disdik /2026
Dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik Perihal Undangan Kegiatan. Dengan ini Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Bandung
MEMERINTAHKAN
Kepada Nama (terlampir)
NIP + (terlampir)
Jabatan (terlampir)
Untuk Melaksanakan Sosialisasi terkait Survei Kepuasaan Masyarakat Unit

Penyelenggaran Pelayanan Publik Dinas Pendidikan, yang
dilaksanakan pada:
Hari . Senins.d Selasa

Tanggal 19 5.d 27 Januari 2026

Demikian surat tugas ini, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan
menyampaikan laporan setelah melaksanakan perintah ini.

Dikeluarkandi :  Soreang
Padatanggal : 13 Januari 2026
Sekretaris Dinas Pendidikan

H. A. Dian Dihanudin S.Kom., M.Ak
Pembina
NIP. 196809231997031002
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